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WALIKOTA GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR : 22 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah 

perlu mendorong peran serta Perusahaan Daerah dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah: 

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah 

diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah yang berdasarkan prinsip- 

prinsip ekonomi yang sehat, dengan menunjang permodalan perusahaan Daerah 

melalui penyertaan modal, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a 

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyertaan Modal 

Daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kota Gorontalo: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah 

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) : 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2387), 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3970),
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851): 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) : 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) : 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun .2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844): ) 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438) , 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) :
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155) : 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578) : 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Hibah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060) : 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011: 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, 

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (I.embaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2013 Nomor 4), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PENYERTAAN MODAL 

DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014 

Pasal 1 

Dafam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo. 

5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang 

dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian- 

bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, 

diukur atau ditimbang. 

6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan 

atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 

kekayaan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhatikan sebagai 

modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau 

badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kota Gorontalo yang selanjutnya 

disebut Bank Kota Gorontalo. 

Pasal 2 

(1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur 

permodalan Bank Kota Gorontalo dan meningkatkan kapasitas usaha guna 

memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian 

daerah: 

(2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja 

Bank Kota Gorontalo yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi 

kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Bagian laba yang 

diperolehny guna menunjang pembangunan Daerah, 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada 

Bank Kota Gorontalo. 3 

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 

Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) melalui mekanisme Rapat Umum 

Pemegang Kas. 

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 

ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- 

(dua miliar rupiah). 

Pasal 4 

Pemenuhan kewajiban pemenuhan modal Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- 

(dua miliar rupiah).
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Pasal 5 

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan 

dianggap sah. 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal MDesemtex 2013 

Pj. WALIKOTA GORONTALO, k 

WENI LIRUTO 

    Diundangkan fi Gorontalo 
  

91 Descahar     

   

pada tanggal 2013 

SEKRETARIS DAKRAH KOPA GORONTALO, 

DR. H.DARWAS SALIM, M.Sc.M.Pd 
NIP. 198570324 197703 1 003 
PEMBINA UTAMA MADYA 

| BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 22 i 

   


